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INTISARI

Berdasarkan PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 pendaftaran tanah pertama
kali terhadap tanah bekas hak adat diiaksanakan melalui dua cara yaitu melalui
penegasan hak atas tanahdan pengakuan hakatas tanah. Penegasan hak atas
tanah diiaksanakan terhadap berkas permohonan pendaftaran yang dilampiri
dengan alat bukti tertulis lengkap, dan apabila alat bukti tertulisnya tidak lengkap
maka dilengkapi dengan keterangan saksi dan pemyataan pemohon.
Pengakuan hak atas tanah diiaksanakan terhadap berkas permohonan
pendaftaran yang tidak ada alat bukti tertulisnya. Di Kantor Pertanahan
Kabupaten Sragen pendaftaran tanah bekas hak adat pada tahun 2005
semuanya diiaksanakan melalui pengakuan hak atas tanah. Namun,
kenyataannya ada beberapa berkas permohonan pendaftaran tanah bekas hak
adat yang dilengkapi dengan alat bukti tertulis lengkap seharusnya bisa
diiaksanakan melalui penegasan hak atas tanah. Berdasarkan kondisi tersebut
maka penulis tertarik mengambil judul Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Bekas
HakAdat Di KantorPertanahan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban mengenai
pendaftaran tanah bekas hak adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen
yang dilengkapi dengan alat bukti tertulis lengkap yang seharusnya
diiaksanakan melalui penegasan hak atas tanah, tetapi diiaksanakan melalui
pengakuan hak atas tanah, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang
dihadapi, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi
kendala tersebut. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi
dokumentasi dan wawancara dengan berbagai narasumber yaitu Pejabat dan
staf di Kantor Pertanahan Kabupeten Sragen. Teknik analisis data yang
digunakan adalah teknikanalisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan pendaftaran tanah
bekas hak adat dengan alat bukti tertulis lengkap di Kantor Pertanahan
Kabupaten Sragen pada tahun 2004 diproses melalui penegasan hak atas
tanah, tetapisejak tahun2005semua permohonan pendaftaran tanah bekas hak
adat tersebut diproses melalui pengakuan hak atas tanah, padahal ada
beberapa berkas permohonan pendaftaran yang seharusnya bisa diiaksanakan
melalui penegasan hak atas tanah karena dilengkapi dengan alat bukti tertulis
lengkap. Alasan yang mendasari tidak dilaksanakannya proses penegasan hak
atas di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen adalah kebijaksanaan yang
diterapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen bahwa mulai
tahun 2005 semua permohonan pendaftaran tanah bekas hak adat diproses
melalui pengakuan hak atas tanah. Kendala tidak dilaksanakannya proses
penegasan hak atas tanah tersebut adalah kekeliruan pemahaman terhadap
kelengkapan alat bukti dan legalitas alat bukti yang tidak diakui/diragukan, oleh
karena itu dipeiiukan upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan
penegasan hakatas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka penertiban hak-hak penguasaan atas tanah,

pemerintah sebagai pemegang Hak Menguasai dari Negara

berusaha membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dapat

mengakomodasi hak-hak yang bersifat individu. Hal tersebut sejalan

dengan tujuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu:

meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi penulisan Hukum Tanah

Nasional, mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum

pertanahan, serta memberi kepastian hukum.

Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan

perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tenah, maka

pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah

Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria.

Saat beriakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960,

semua hak-hak atas tanah adat milik perorangan yang tunduk pada

hukum adat dapat secara langsung terkonversi menjadi hak yang

sesuai dengan ketentuan UUPA, apabiia dalam pendaftarannya

dapat melampirkan tanda bukti haknya. Ketentuan-Ketentuan

1



Konversi UUPA Pasal II menyatakan bahwa tanah-tanah yang

kepemilikannya masih berdasarkan pada hak milik adat dapat

dikonversi menjadi hak milik sebagaimana tersebut dalam pasal 20

ayat (1) UUPA, kecuali yang berhak tidak memenuhi syarat sebagai

tersebut dalam pasal 21.

Ketentuan-ketentuan konversi UUPA lebih lanjut diatur

berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2

Tahun 1962 (PMPA No. 2 tahun 1962) tentang Penegasan Konversi

Dan Pendaftaran Bekas Hak Indonesia Atas Tanah.

Berdasarkan PMPA No. 2 tahun 1962 pendaftaran bekas hak

Indonesia atas tanah atau yang lebih dikenal dengan tanah bekas

hak adat, diiaksanakan melalui dua cara yaitu melalui penegasan

hak atas tanah dan melalui pengakuan hak ates tanah. Penegasan

hak atas tanah diiaksanakan apabiia dalam pendaftarannya

dilampirkan alat bukti kepemilikan atas nama pemohon yang

dipunyai sebelum tanggal 24 September 1960. Sedangkan

pengakuan hak atas tanah, diiaksanakan karena tidak ada

keterangan-keterangan untuk dapat dipakai bagi konversi tenah

yang dimohonkan.

Dalam pelaksanaannya PMPA No. 2 tahun 1962 belum

diiaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu peraturan ini

kemudian dicabut dan untuk selanjutnya kegiaten penegasan hak

atas tanah dan pengakuan hak atas tenah diiaksanakan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP No.



24 Tahun 1997) tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun

1997 (PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997) tentang Ketentuan

Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997.

Berdasarkan PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 penegasan hak

atas tenah dan pengakuan hak atas tenah merupakan kegiaten

pendaftaran tanah pertama kali, baik secara sistematik maupun

sporadik. Kegiaten pendaftaran tanah pertama kali diiaksanakan

khusus untuk bidang-bidang tanah yang belum pemah didaftarkan

termasuk tanah bekas hak adat, sehingga dalam pelaksanaannya

diperiukan pembuktian kepemilikannya. Menurut PP No. 24 Tahun

1997 pendaftaran hak atas tanah dengan pembuktian hak lama ada

3 (tiga) cara, yaitu pendaftaran hak dengan alat bukti tertulis

lengkap, pendaftaran hak dengan alat bukti tertulis tidak lengkap dan

pendaftaran hak dengan tidak ada alat bukti kepemilikan.

Pendaftaran hak atas tenah melalui proses penegasan hak

atas tenah, diiaksanakan apabiia pemohon dapat melampirkan alat

bukti tertulisnya secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal

76 ayat (1) PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997. Dan apabiia alat bukti

tertulisnya tidak lengkap, maka pemohon harus melengkapi dengan

bukti lain yaitu keterangan saksi maupun pemyataan yang

bersangkutan dan tanahnya dikuasai oleh pemohon atau oleh orang

lain berdasarkan persetujuan pemohon. Sedangkan proses

pengakuan hak atas tenah, diiaksanakan apabiia hak ates tanah



yang dimohon tidak ada alat bukti kepemilikannya tetepi telah

dibuktikan dengan kenyatean penguasaan fisiknya selama 20 (dua

puluh) tehun atau lebih.

Pendaftaran tenah pertama kali terhadap tenah bekas hak

adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen sejak tehun 2005

semuanya diproses melalui pengakuan hak ates tenah. Namun

demikian, kenyataannya ada beberapa berkas permohonan yang

diajukan oleh masyarakat dilampiri dengan alat bukti tertulis

lengkap, seharusnya bisa diproses melalui penegasan hak atas

tanah. Kondisi ini terjadi karena adanya kebijakan Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Sragen yang menginstruksikan agar semua

pendaftaran tenah pertama kali terhadap tanah bekas hak adat

diproses melalui pengakuan hak atas tenah. Berdasarkan kondisi

seperti ini, maka diperlukan kajian mengenai pelaksanaan

pendaftaran tenah bekas hak adat di Kantor Pertanahan Kabupaten

Sragen.

Bertitik tolak dari uraian diatas, penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian dengan judul: Pelaksanaan Pendaftaran

Tanah Bekas Hak Adat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen

Provinsi Jawa Tengah.

B. Perumusan Masalah

Dengan perkembangan jaman semakin banyak masyarakat

yang sadar akan arti pentingnya pendaftaran tenah. Penguasaan



dan pemiiikan tanah oleh masyarakat di pulau Jawa sebagian besar

adalah merupakan tanah-tanah bekas hak adat.

Pelaksanaan pendaftaran tanah di atur dengan PP No. 24

Tahun 1997 jo PMNA /KBPN No. 3 Tahun 1997. Pendafteran tanah

pertama kali yang diiaksanakan terhadap tanah bekas hak adat

diproses melalui penegasan hak ates tenah dan pengakuan hak

atas tanah. Proses penegasan hak ates tenah diiaksanakan

terhadap berkas permohonan yang dilengkapi dengan alat bukti

tertulis lengkap, dan apabiia alat bukti tertulisnya tidak lengkap maka

ditambah dengan keterangan saksi dan pemyatan pemohon

mengenai pemiiikan tanahnya. Sedangkan proses pengakuan hak

atas tanah diiaksanakan terhadap berkas permohonan yang tidak

ada alat bukti tertulisnya.

Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, ada berkas

permohonan pendaftaran tanah bekas hak adat yang dilampiri

dengan alat bukti tertulis lengkap, seharusnya bisa diproses melalui

penegasan hak atas tenah. Tetapi kenyataannya berkas

permohonan tersebu diproses melalui pengakuan hak atas tanah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan

permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa permohonan pendaftaran tenah bekas hak adat

dengan alat bukti tertulis lengkap di Kantor Pertanahan

Kabupaten Sragen diproses melalui pengakuan hak atas tanah?



2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten Sragen sehingga proses penegasan hak atas tenah

tidak diiaksanakan?

3. Apakah upaya yang diiaksanakan oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten Sragen untuk mengatasi kendala tersebut?

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada permohonan pendaftaran

tanah bekas hak adat secara sporadik yang diiaksanakan pada

tahun 2004 dan khususnya permohonan pendaftaran tanah bekas

hak adat secara sporadik pada tehun 2005 yang semuanya diproses

melalui pengakuan hak atas tenah.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk memperoleh jawaban mengenai berkas permohonan

yang dilengkapi dengan alat bukti tertulis lengkap, tetepi tidak

diproses melalui penegasan hak ates tanah melainkan

dengan pengakuan hak atas tenah di Kantor Pertanahan

Kabupaten Sragen.

b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi sehingga

penegasan hak atas tanah tidak diiaksanakan di Kantor

Pertenahan Kabupaten Sragen;



c. Untuk mengetahui upaya yang diiaksanakan oleh Kantor

Pertanahan Kabupaten Sragen dalam mengatasi kendala

pelaksanaan penegasan hak ates tanah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk menambah ilmu pengetehuan di bidang pertanahan

khususnya mengenai pelaksanaan penegasan hak ates tenah

dengan alat bukti tertulis lengkap.

b. Sebagai masukan kepada Kantor Pertenahan Kabupaten

Sragen, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan dalam rangka pengambilan kebijaksanaan

yang berkaitan dengan pelaksanaan penegasan hak atas

tanah.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Sejak tehun 2005 Kantor Pertenahan Kabupaten Sragen tidak

melaksanakan pendafteran tenah bekas hak adat melalui proses

penegasan hak ates tenah, karena adanya instruksi Kepala

Kantor Pertanahan agar semua permohonan pendaftaran tenah

pertama kali terhadap tenah bekas hak adat diproses melalui

pengakuan hak ates tenah. Menurut Kepala Kantor Pertenahan

Kabupaten Sragen, instruksi ini diambil karena semakin sedikit

masyarakat yang bisa menunjukkan alat bukti tertulis lengkap

dalam berkas permohonan pendafteran, walaupun kenyateannya

dalam penelitian ini ditemukan beberapa berkas permohonan

pendafteran yang dilengkapidengan alat bukti tertulis lengkap.

2. Kendala yang dihadapi terkait dengan tidak dilaksanakannya

proses penegasan hak di Kantor Pertenahan Kabupaten Sragen

adalah adanya kekeliruan pemahaman terhadap alat bukti dan

legalitas alat bukti yang diragukan.

3. Selama ini tidak ada upaya yang diiaksanakan oleh Kantor

Pertenahan Kabupaten Sragen terkait dengan tidak

dilaksanakannya proses penegasan hak, karena pihak kantor
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pertanahan merasa sejauh ini tidak ada permasalahan dengan

diprosesnya hak atas tanah melalui pengakuan hak atas tanah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh,

maka penulis dapat memberikan saransebagai berikut:

1. Sistem loket pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen

seharusnya disesuaikan dengan Instruksi Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertenahan Nasional No. 3 Tahun 1998

tentang Pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kote, yaitu

terdiri dari 4 (empat) loket pelayanan.

2. Kebijaksanaan Kepala Kantor Pertanahan yang

menginstruksikan bahwa sejak tahun 2005 semua pendaftaran

tenah bekas hak adat diproses melalui pengakuan hak ates

tanah merupakan kebijaksanaan yang salah, oleh karena itu

kebijaksanaan tersebut periu ditinjau kembali untuk disesuaikan

dengan ketentuan peraturan yang berlaku yaitu PP No. 24 Tahun

1997 dan PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997.

3. Berkas permohonan pendaftaran tanah bekas hak adat yang

dilengkapi dengan alat bukti tertulis lengkap di Kantor
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Pertenahan Kabupaten Sragen, seharusnya diproses melalui

penegasan konversi/penegasan hak atas tanah sesuai dengan

ketentuan Pasal 88 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997.

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 PMNA/KBPN No. 3 Tahun

1997 tenah bekas hak adat yang ada bukti tertulisnya sebelum

tahun 1960 ditegaskan konversinya dan bukan diakui.

4. Adanya kekeliruan pemahaman mengenai alat bukti tertulis yang

asli di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen seharusnya tidak

terjadi, karena alat bukti tertufis yang asli yang diterbitkan

sebelum tahun 1960 adalah dokumen yang ada di Kantor Desa

dan di Kantor Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan yang ada

pada pemohon berupa kutipan. Oleh karena itu apabiia kutipan

yang ada pada pemohon hilang, maka alat bukti yang digunakan

dalam pendaftaran tanah bekas hak adat tersebut berupa foto

copy dokumen yang ada di Kantor Desa yang telah disahkan

oleh Kepala Desa setempat.

5. Kebijaksanaan baru yang sehamsnya ditempuh adalah dengan

melaksanakan kembali pendaftaran tanah bekas hak adat yang

dilengkapi dengan alat bukti tertulis lengkap melalui proses
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penegasan hak ates tanah, dengan demikian diharapkan

pelaksanaan pendaftaran tanah bekas hak adat di Kantor

Pertanahan Kabupaten Sragen bisa sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yaitu Ketentuan Konversi

UUPA, PP No. 24 Tahun 1997 dan peraturan pelaksanaannya

PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997.
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